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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan 

lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan 

pengelolaan layanan ibadah haji dan umrah bagi masyarakat, khususnya di wilayah 

Jakarta Timur. Lembaga ini memiliki peran penting dalam memastikan seluruh 

proses pelayanan, mulai dari administrasi, pendataan jamaah, hingga koordinasi 

pelaksanaan ibadah di luar negeri, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Selain itu, kementerian juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan guna 

memberikan rasa aman, nyaman, dan kepastian bagi para jamaah. 

Dalam mendukung kelancaran administrasi tersebut, terdapat Divisi Pengarsipan 

yang memiliki peran penting dalam pengelolaan dokumen. Divisi ini bertugas 

mengelola, menyimpan, dan mendokumentasikan berbagai arsip yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan haji dan umrah, baik dalam bentuk fisik maupun digital. 

Pengelolaan arsip yang sistematis sangat diperlukan agar dokumen dapat tersusun 

dengan rapi dan mudah diakses kembali ketika dibutuhkan. Seiring dengan 

perkembangan teknologi, sistem pengarsipan juga mengalami perubahan ke arah 

digitalisasi. Hal ini menuntut Divisi Pengarsipan untuk mampu mengelola dokumen 

secara efektif dan efisien tanpa mengabaikan aspek keamanan serta keakuratan 

data. Pengelolaan arsip yang baik tidak hanya mendukung kelancaran pekerjaan 

internal, tetapi juga berperan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas 

pelayanan publik. 

Dalam pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis ditempatkan 

di Divisi Pengarsipan Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Administrasi 

Jakarta Timur untuk memperoleh pemahaman secara langsung mengenai proses 

pengelolaan arsip dan dokumen administrasi. Selama kegiatan PKL, penulis 

menemukan berbagai jenis dokumen, seperti surat keputusan, laporan administrasi, 

data jamaah, surat menyurat, serta peraturan kementerian. Namun, dari berbagai 
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dokumen tersebut, penulis memilih Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2025 

sebagai objek penelitian karena dokumen tersebut memiliki penggunaan istilah 

formal dan frasa nomina yang lebih kompleks dibandingkan dokumen administrasi 

lainnya. Selain itu, Peraturan Menteri merupakan dokumen resmi yang memiliki 

tingkat ketelitian tinggi dalam penggunaan bahasa sehingga proses 

penerjemahannya memerlukan ketepatan makna, kesesuaian istilah, serta kualitas 

terjemahan yang baik. 

Pemilihan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2025 juga didasarkan pada relevansi 

isi dokumen dengan bidang penerjemahan, khususnya dalam analisis teknik dan 

kualitas penerjemahan. Dokumen tersebut memuat banyak istilah administratif dan 

hukum yang menuntut penerjemah untuk memahami konteks serta struktur bahasa 

secara mendalam. Oleh karena itu, dokumen ini dianggap tepat untuk dijadikan 

sampel penelitian karena dapat memberikan data yang lebih variatif dan 

mendukung analisis mengenai teknik penerjemahan serta kualitas terjemahan frasa 

nomina dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. 

Melalui kegiatan tersebut, penulis tidak hanya memperoleh pengalaman dalam 

pengelolaan arsip, tetapi juga memahami pentingnya penerjemahan dokumen resmi 

dalam mendukung efektivitas komunikasi di lingkungan instansi pemerintahan. 

Pengalaman ini memberikan pemahaman bahwa pengarsipan dan penerjemahan 

memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas kinerja organisasi serta 

keberlangsungan informasi di lingkungan instansi pemerintahan. 

1.2 Ruang Lingkup Kegiatan  

Pada saat penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor 

Kementerian Haji dan Umrah Kota Administrasi Jakarta Timur, penulis melakukan 

analisis terhadap frasa nomina yang terdapat dalam Peraturan Menteri Nomor 6 

Tahun 2025 menggunakan teori Harimurti Kridalaksana (1982). Berdasarkan hasil 

penelitian, dari 3 jenis frasa nomina ditemukan 25 data frasa nomina yang terdiri 

atas 22 data frasa nomina modifikatif dan 3 data frasa nomina koordinatif. Data 

tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui teknik penerjemahan 

yang digunakan dalam menerjemahkan frasa nomina dari bahasa Indonesia ke 
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bahasa Inggris. Analisis teknik penerjemahan mengacu pada teori Lucía Molina dan 

Amparo Hurtado Albir (2002). Dari 18 jenis teknik penerjemahan ditemukan 25 

data, terdapat 5 jenis teknik penerjemahan yang digunakan, yaitu literal translation, 

established equivalent, modulation, calque, dan transposition. Selanjutnya, kualitas 

hasil terjemahan dianalisis menggunakan teori kualitas terjemahan yang 

dikemukakan oleh Mangaraja Nababan dkk. (2012) yang mencakup aspek 

keakuratan, keberterimaan, dan keterbacaan. Berdasarkan hasil analisis, seluruh 

data memperoleh skor 3 pada ketiga aspek tersebut, yang menunjukkan bahwa hasil 

terjemahan mampu menyampaikan makna teks sumber dengan baik, menggunakan 

bahasa yang berterima, serta mudah dipahami oleh pembaca bahasa sasaran. 

1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Waktu dan tempat pelaksanaan PKL dilaksanakan pada: 

1. Waktu                                            : 21 Januari 2026 s.d. 29 Mei 2026 

2. Instansi                                          : Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota 

Administrasi Jakarta Timur 

3. Alamat                                          : Jl. I Gusti Ngurah Rai, RT.4/RW.11, Pd. 

Kopi, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

1.4 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan 

1.4.1 Tujuan  

Tujuan penulisan laporan PKL ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi jenis frasa nomina pada Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 

2025 berdasarkan teori Kridalaksana (1982). 

2. Mengidentifikasi teknik terjemahan yang digunakan dalam menerjemahan 

frasa nomina pada Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2025 berdasarkan teori 

Lucía Molina dan Amparo Hurtado Albir (2002). 

3. Menganalisis kualitas hasil terjemahan berdasarkan Teori Nababan (2012) 

yang mencakup aspek akurasi, keberterimaan, dan keterbacaan. 

1.4.2 Manfaat 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 
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a) Penulis mempraktikan teori dan kualitas penerjemahan di lingkungan industri 

secara langsung. 

b) Memperluas relasi dan ilmu dalam bersikap, berkomunikasi, berkoordinasi, 

hingga teamwork saat menghadapi dunia kerja secara langsung. 

2. Bagi Perusahaan 

a) Membantu pelaksanaan pekerjaan administrasi, khususnya dalam 

penerjemahan dokumen dan pengelolaan surat. 

b) Mendapatkan dukungan tenaga tambahan untuk keberlangsungan kegiatan 

manasik nasional, sosial media, cetak visa dan paspor, serta pembagian Surat 

Perizinan Masuk Asrama (SPMA) dan ID Card Jamaah Haji. 

3. Bagi Institusi 

a) Menjadi sarana untuk mengukur sejauh mana kesiapan mahasiswa dalam 

menghadapi dunia kerja. 

b) Meningkatkan kerja sama antara institusi pendidikan dengan instansi 

pemerintah. 

c) Mendapatkan umpan balik untuk pengembangan kurikulum agar lebih sesuai 

dengan kebutuhan dunia kerja. 
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BAB IV 

PENUTUP 
 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor 

Kementerian Haji dan Umrah Kota Administrasi Jakarta Timur, khususnya pada 

Divisi Pengarsipan, penulis memperoleh pengalaman dan pemahaman mengenai 

kegiatan administrasi, pengarsipan dokumen, serta proses penerjemahan dokumen 

resmi pemerintahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. 

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis frasa nomina yang terdapat pada 

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Biaya Operasional 

Penyelenggaraan Ibadah Haji menggunakan teori Kridalaksana (1982). 

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan 25 data frasa nomina yang terdiri atas 22 data 

frasa nomina modifikatif dan 3 data frasa nomina koordinatif. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa frasa nomina modifikatif lebih dominan digunakan dalam 

dokumen resmi pemerintahan karena banyak digunakan untuk menjelaskan istilah 

administratif dan kelembagaan secara lebih spesifik. 

Selain itu, penulis juga menganalisis teknik penerjemahan yang digunakan dalam 

menerjemahkan frasa nomina berdasarkan teori Molina dan Albir (2002). Dari 25 

data yang ditemukan, terdapat 5 jenis teknik penerjemahan yang digunakan, yaitu 

literal translation, established equivalent, modulation, calque, dan transposition. 

Teknik literal translation menjadi teknik yang paling dominan digunakan karena 

sebagian besar istilah dalam Peraturan Menteri memiliki struktur dan makna yang 

dapat diterjemahkan secara langsung tanpa mengubah pesan dari bahasa sumber. 

Selanjutnya, kualitas hasil terjemahan dianalisis menggunakan teori Nababan et al. 

(2012) yang mencakup aspek keakuratan, keberterimaan, dan keterbacaan. 

Berdasarkan hasil analisis, seluruh data memperoleh skor 3 pada ketiga aspek 

tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hasil terjemahan mampu menyampaikan 
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makna teks sumber secara tepat, menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah 

bahasa sasaran, serta mudah dipahami oleh pembaca. 

Melalui kegiatan PKL ini, penulis tidak hanya memperoleh pengalaman kerja di 

lingkungan instansi pemerintahan, tetapi juga dapat mengembangkan kemampuan 

dalam bidang penerjemahan, analisis bahasa, ketelitian, komunikasi, serta tanggung 

jawab dalam menyelesaikan pekerjaan. Pengalaman tersebut menjadi bekal yang 

bermanfaat bagi penulis dalam menghadapi dunia kerja maupun penelitian di 

bidang penerjemahan pada masa mendatang. 

4.2 Saran 

Berdasarkan pengalaman selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL), penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi pihak instansi maupun institusi pendidikan. Bagi Kantor 

Kementerian Haji dan Umrah Kota Administrasi Jakarta Timur, khususnya pada 

Divisi Pengarsipan, diharapkan dapat terus memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa untuk mengikuti program magang sebagai sarana pembelajaran dan 

pengembangan diri. Penulis juga berharap pembimbing lapangan dan pegawai 

instansi dapat memberikan arahan serta bimbingan yang lebih intensif kepada 

mahasiswa magang, terutama pada tahap awal pelaksanaan PKL, agar proses 

adaptasi berjalan lebih lancar dan mahasiswa dapat memahami sistem kerja yang 

berlaku dengan baik. Selain itu, peningkatan komunikasi serta keterbukaan 

antarpegawai terhadap mahasiswa magang diharapkan dapat menciptakan 

lingkungan kerja yang lebih suportif sehingga pengalaman magang menjadi lebih 

bermakna dan produktif. 

Dari sisi akademik, pihak kampus diharapkan dapat lebih aktif dalam membantu 

mahasiswa mempersiapkan diri sebelum pelaksanaan PKL, khususnya melalui 

pembekalan yang berkaitan dengan dunia kerja, administrasi perkantoran, serta 

keterampilan penerjemahan dokumen resmi. Selain itu, kampus juga diharapkan 

dapat memperluas kerja sama dengan instansi pemerintah maupun perusahaan 

swasta agar mahasiswa memiliki lebih banyak pilihan tempat magang yang sesuai 

dengan bidang keahlian. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mahasiswa 
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memperoleh pengalaman kerja yang relevan, meningkatkan kesiapan profesional, 

serta menjadi bekal yang lebih optimal sebelum memasuki dunia kerja yang 

sesungguhnya. 
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LAMPIRAN 
 

Lampiran  1 Tabel analisis frasa nomina 

No Jenis Frasa TSu 

1 Frasa Nomina Modifikatif − Pengelolaan Biaya 

Operasional 

− Penyelenggaraan Ibadah Haji 

− Biaya Operasional Haji 

− Biaya Penyelenggaraan Ibadah 

Haji 

− Badan Pengelola Keuangan 

Haji 

− Nilai Manfaat 

− Dana Efisiensi 

− Daftar Alokasi Anggaran 

− Penyelenggaraan ibadah haji 

dan umrah 

− Urusan pemerintahan 

− Kuasa Pengguna Anggaran 

− Pengelolaan Keuangan Haji 

− Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 

− Biaya Perjalanan Ibadah Haji 

− Pejabat yang berwenang 

− Penggunaan anggaran 

kementerian negara/lembaga 

− Bendahara Pengeluaran 

− Berita Negara 
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− Direktur Jenderal 

− Peraturan Menteri 

− Surat Perintah Membayar 

− Pejabat Pembuat Komitmen 

− Bank Syariah 

2 Frasa Nomina Koordinatif − Haji dan Umrah 

− Tugas, fungsi, dan 

kewenangan 

− Rencana Kerja dan Anggaran 

 

Lampiran  2 Tabel analisis data teknik dan kualitas penerjemahan 

No BSu BSa Teknik Kualitas 

A B T 

1 Haji dan Umrah Hajj and Umrah Literal 3 3 3 

2 Pengelolaan 

Biaya 

Operasional 

Penyelenggaraan 

Ibadah Haji 

Management of 

Operational Costs 

for the 

Organization of 

Hajj Pilgrimage 

Literal 3 3 3 

3 Biaya 

Operasional Haji 

Hajj Operational 

Costs 

Establish 

equivalent 

3 3 3 

4 Biaya 

Penyelenggaraan 

Ibadah Haji 

Costs of Hajj 

Pilgrimage 

Administration 

Modulation 3 3 3 

5 Badan Pengelola 

Keuangan Haji 

Hajj Financial 

Management 

Agency 

Literal 3 3 3 

6 Nilai Manfaat Benefit value Literal 3 3 3 

7 Dana Efisiensi Efficiency Fund Establish 

equivalent 

3 3 3 
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8 Daftar Alokasi 

Anggaran 

Budget Allocation 

List 

Establish 

equivalent 

3 3 3 

9 Tugas, fungsi, 

dan kewenangan 

Duties, functions, 

and authorities 

Literal 3 3 3 

10 Penyelenggaraan 

ibadah haji dan 

umrah 

Administration of 

Hajj and Umrah 

Establish 

equivalent 

3 3 3 

11 Urusan 

pemerintahan 

Governmental 

affairs  

Establish 

equivalent 

3 3 3 

12 Kuasa Pengguna 

Anggaran 

Budget User 

Authority holder 

Calque  3 3 3 

13 Pengelolaan 

Keuangan Haji 

Management of 

Hajj Finances 

Establish 

equivalent  

3 3 3 

14 Tambahan 

Lembaran 

Negara Republik 

Indonesia 

Supplement to the 

State Gazette of 

the Republic of 

Indonesia 

Literal  3 3 3 

15 Biaya Perjalanan 

Ibadah Haji 

Hajj travel cost Establish 

equivalent 

3 3 3 

16 Pejabat yang 

berwenang 

An authorized 

official  

Transposition 3 3 3 

17 Penggunaan 

anggaran 

kementerian 

negara/lembaga 

Use of the budget 

of the state 

ministry/institution 

Literal 3 3 3 

18 Bendahara 

Pengeluaran  

Expenditure 

Treasurer 

Literal  3 3 3 

19 Berita Negara State Gazette  Establish 

equivalent 

3 3 3 
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20 Direktur 

Jenderal 

Director General Establish 

equivalent 

3 3 3 

21 Peraturan 

Menteri 

Ministerial 

Regulation 

Literal 3 3 3 

22 Surat Perintah 

Membayar 

Payment Order 

Letter 

Literal 3 3 3 

23 Rencana Kerja 

dan Anggaran 

Work and Budget 

Plan 

Literal 3 3 3 

24 Pejabat Pembuat 

Komitmen 

Commitment-

Making Officer 

Calque 3 3 3 

25 Bank Syariah Sharia Bank Establish 

equivalent 

3 3 3 

 

Lampiran  3 Sumber Data 

Jenis TSu TSa 

Nama 

Peratura

n 

PERATURAN MENTERI HAJI 

DAN UMRAH REPUBLIK 

INDONESIA 

NOMOR 6 TAHUN 2025 

TENTANG 

PENGELOLAAN BIAYA 

OPERASIONAL 

PENYELENGGARAAN 

IBADAH HAJI 

MINISTERIAL ORDER OF 

THE MINISTER OF HAJJ 

AND UMRAH 

OF THE REPUBLIC OF 

INDONESIA 

NUMBER 6 OF 2024 

ON 

MANAGEMENT OF 

OPERATIONAL COSTS FOR 

THE ORGANIZATION OF 

HAJJ PILGRIMAGE 

Frasa 

Pembuka  

DENGAN RAHMAT TUHAN 

YANG MAHA ESA  

 

BY THE GRACE OF THE 

ALMIGHTY GOD 
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MENTERI HAJI DAN UMRAH 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang :  

a. bahwa tugas, fungsi, dan 

kewenangan 

penyelenggaraan ibadah 

haji dan umrah di 

kementerian yang 

menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang 

agama beralih menjadi 

tugas, fungsi, dan 

kewenangan Kementerian 

Haji dan Umrah sesuai 

ketentuan Pasal 130C 

Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2025 tentang 

Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah 

Haji dan Umrah; 

b. bahwa untuk 

meningkatkan 

pengelolaan keuangan 

operasional 

penyelenggaraan ibadah 

haji secara efektif, efisien, 

transparan, dan akuntabel, 

perlu mengatur 

THE MINISTER OF HAJJ 

AND UMRAH OF REPUBLIC 

OF INDONESIA, 

Considering: 

a. that the duties, 

functions, and 

authorities related to the 

administration of Hajj 

and Umrah affairs 

within the ministry 

administering 

governmental affairs in 

the field of religion have 

been transferred to the 

Ministry of Hajj and 

Umrah in accordance 

with the provisions of 

Article 130C of Law 

Number 14 of 2025 

concerning the Third 

Amendment to Law 

Number 8 of 2019 

concerning the 

Administration of Hajj 

and Umrah; 

b. that in order to improve 

the financial 

management of the 

operational costs of Hajj 

administration in an 

effective, efficient, 
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mengenai  pengelolaan 

keuangan biaya 

operasional 

penyelenggaraan ibadah 

haji; 

c. bahwa berdasarkan 

pertimbangan 

sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, 

dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan 

Menteri Haji dan Umrah 

tentang Pengelolaan Biaya 

Operasional 

Penyelenggaraan Ibadah 

Haji; 

transparent, and 

accountable manner, it 

is necessary to regulate 

the financial 

management of the 

operational costs of Hajj 

administration; 

c. that in order of the 

considerations as 

referred to in Letter a, 

Letter b, and Letter C it 

is necessary to enact 

Ministerial Order Of 

The Minister Hajj And 

Umrah On Management 

Of Operational Costs 

For The Organization 

Of Hajj Pilgrimage; 

 

Mengingat :  

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 

Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara 

(Lembaran Negara 

Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 166, 

Tambahan Lembaran 

Bearing in mind:  

1. Article 17 section (3) of 

the 1945 Constitutions; 

2. Law No. 39 of 2008 on 

State Ministry (State 

Gazette of the Republic 

of Indonesia Number 

166 of 2008, 

Supplement to the State 

Gazette of the Republic 

of Indonesia Number 

4916) as amended by 
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Negara Republik 

Indonesia Nomor 4916) 

sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang 

Nomor 61 Tahun 2024 

tentang Perubahan atas 

Undang Undang Nomor 

39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara 

(Lembaran Negara 

Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 225, 

Tambahan Lembaran 

Negara Republik 

Indonesia Nomor 6994); 

3. Undang-Undang Nomor 

34 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan 

Haji (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 296, 

Tambahan Lembaran 

Negara Republik 

Indonesia Nomor 5605); 

Law No. 61 of 2024 on 

amendment to Law No. 

39 of 2008 on State 

Ministry (State Gazette 

of the Republic of 

Indonesia Number 225 

of 2024, Supplement to 

the State Gazette of the 

Republic of Indonesia 

Number 6994); 

3. Law No. 34 of 2014 on 

The Financial 

Management of Hajj 

(State Gazette of the 

Republic of Indonesia 

Number 296 of 2014, 

Supplement to the State 

Gazette of the Republic 

of Indonesia Number 

5605); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN 

MENTERI HAJI DAN UMRAH 

TENTANG PENGELOLAAN 

BIAYA OPERASIONAL 

PENYELENGGARAN 

IBADAH HAJI. 

HAS DECIDED: 

To Enact: MINISTERIAL 

ORDER OF THE MINISTER 

OF HAJJ AND UMRAH ON 

MANAGEMENT OF 

OPERATIONAL COSTS FOR 
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THE ORGANIZATION OF 

HAJJ PILGRIMAGE. 

Bagian 

Definisi 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang 

dimaksud dengan: 

1. Biaya Penyelenggaraan 

Ibadah Haji yang 

selanjutnya disingkat 

BPIH adalah sejumlah 

dana yang digunakan 

untuk operasional 

penyelenggaraan ibadah 

haji. 

2. Biaya Perjalanan Ibadah 

Haji yang selanjutnya 

disebut Bipih adalah 

sejumlah uang yang harus 

dibayar oleh warga negara 

yang akan menunaikan 

ibadah haji. 

3. Pengelolaan Biaya 

Operasional Haji adalah 

kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

pelaporan atas 

pengelolaan biaya 

operasional 

CHAPTER I 

GENERAL PROVISIONS 

 

Article 1 

As defined under this 

Ministerial Regulation: 

1. Hajj Administration 

Cost, hereinafter 

referred to as BPIH, 

means a sum of funds 

used for the operational 

administration of Hajj. 

2. Hajj Travel Cost, 

hereinafter referred to as 

Bipih, means a sum of 

money that must be paid 

by citizens who will 

perform the Hajj 

pilgrimage. 

3. Management of Hajj 

Operational Costs 

means activities of 

planning, 

implementation, and 

reporting concerning the 

management of 

operational costs for the 

administration of Hajj.  
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penyelenggaraan ibadah 

haji. 

4. Badan Pengelola 

Keuangan Haji yang 

selanjutnya disingkat 

BPKH adalah lembaga 

yang melakukan 

pengelolaan keuangan 

haji. 

5. Nilai Manfaat adalah dana 

yang diperoleh dari hasil 

pengembangan keuangan 

haji yang dilakukan 

melalui penempatan 

dan/atau investasi. 

6. Dana Efisiensi adalah 

dana yang diperoleh dari 

hasil efisiensi biaya 

operasional 

penyelenggaraan ibadah 

haji. 

7. Pengguna Anggaran yang 

selanjutnya disingkat PA 

adalah pejabat yang 

berwenang dan 

bertanggung jawab atas 

penggunaan anggaran 

pada kementerian 

negara/lembaga. 

8. Kuasa Pengguna 

Anggaran yang 

4. Hajj Financial 

Management Agency, 

hereinafter referred to as 

BPKH, means an 

agency that carries out 

the management of Hajj 

finances.  

5. Benefit Value means 

funds obtained from the 

proceeds of Hajj 

financial development 

carried out through 

placement and/or 

investment.  

6. Efficiency Fund means 

funds obtained from the 

efficiency of operational 

costs for the 

administration of Hajj.  

7. Budget User, hereinafter 

referred to as PA, means 

an official who has the 

authority and 

responsibility for the use 

of the budget within a 

state 

ministry/institution.  

8. Budget User Authority 

Holder, hereinafter 

referred to as KPA, 

means an official who 
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selanjutnya disingkat 

KPA adalah pejabat yang 

memperoleh kuasa dari 

PA untuk melaksanakan 

sebagian kewenangan dan 

tanggung jawab 

penggunaan anggaran 

kementerian 

negara/lembaga/satuan 

kerja yang bersangkutan. 

9. Pejabat Pembuat 

Komitmen yang 

selanjutnya disingkat PPK 

adalah pejabat yang 

melaksanakan 

kewenangan PA/KPA 

untuk mengambil 

keputusan dan/atau 

tindakan yang dapat 

mengakibatkan 

pengeluaran anggaran.  

10. Bendahara Pengeluaran 

adalah pejabat yang 

ditunjuk untuk menerima, 

menyimpan, 

membayarkan, 

menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabka

n biaya operasional 

penyelenggaraan ibadah 

haji. 

obtains authority from 

the PA to exercise part 

of the authority and 

responsibility for the use 

of the budget of the 

relevant state 

ministry/institution/wor

k unit.  

9. Commitment Making 

Officer, hereinafter 

referred to as PPK, 

means an official who 

exercises the authority 

of the PA/KPA to make 

decisions and/or take 

actions that may result 

in budget expenditures.  

10. Expenditure Treasurer 

means an official 

appointed to receive, 

keep, disburse, 

administer, and account 

for the operational costs 

of Hajj administration.  

11. Operational Cost 

Management Bank for 

the Administration of 

Hajj, hereinafter 

referred to as the 

“Bank,” means a Sharia 

Bank appointed by the 
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11. Bank Pengelola Biaya 

Operasional 

Penyelenggaraan Ibadah 

Haji yang selanjutnya 

disebut Bank adalah bank 

syariah yang ditunjuk oleh 

Direktur Jenderal 

Pengembangan Ekosistem 

Ekonomi Haji dan Umrah 

untuk penempatan biaya 

operasional 

penyelenggaraan ibadah 

haji.  

12. Surat Perintah Membayar 

yang selanjutnya disingkat 

SPM adalah dokumen 

yang diterbitkan oleh 

pejabat penanda tangan 

SPM untuk mencairkan 

biaya operasional 

penyelenggaraan ibadah 

haji.  

13. Surat Perintah Pencairan 

Dana yang selanjutnya 

disingkat SPPD adalah 

dokumen yang diterbitkan 

oleh bendahara umum haji 

atau pejabat yang ditunjuk 

sebagai kuasa bendahara 

umum haji untuk 

mencairkan biaya 

Director General of Hajj 

and Umrah Economic 

Ecosystem 

Development for the 

placement of 

operational costs for the 

administration of Hajj. 

12. Payment Order Letter, 

hereinafter referred to as 

“SPM,” means a 

document issued by the 

official authorized to 

sign the SPM to 

disburse the operational 

costs for the 

administration of Hajj. 

13. Fund Disbursement 

Order Letter, hereinafter 

referred to as “SPPD,” 

means a document 

issued by the Hajj 

General Treasurer or an 

official appointed as the 

proxy of the Hajj 

General Treasurer to 

disburse the operational 

costs for the 

administration of Hajj. 

14. Budget Allocation List, 

hereinafter referred to as 

“DAA,” means a 
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operasional 

penyelenggaraan ibadah 

haji. 

14. Daftar Alokasi Anggaran 

yang selanjutnya disingkat 

DAA adalah dokumen 

yang diterbitkan oleh 

Direktur Jenderal 

Pengembangan Ekosistem 

Ekonomi Haji dan Umrah 

yang berisi jumlah 

anggaran kegiatan 

operasional 

penyelenggaraan ibadah 

haji pada satuan kerja.  

15. Rencana Kerja dan 

Anggaran yang 

selanjutnya disingkat 

RKA adalah dokumen 

yang diterbitkan oleh 

KPA yang memuat rincian 

DAA. 

document issued by the 

Director General of Hajj 

and Umrah Economic 

Ecosystem 

Development 

containing the amount 

of the budget for 

operational activities 

related to the 

administration of Hajj 

within a work unit. 

15. Work Plan and Budget, 

hereinafter referred to as 

“RKA,” means a 

document issued by the 

Budget User Authority 

(KPA) containing the 

details of the DAA. 

Bagian 

Penutup 

BAB IV  

KETENTUAN PENUTUP  

 

Pasal 26  

Pada saat Peraturan Menteri ini 

mulai berlaku, Peraturan Menteri 

Agama Nomor 28 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan 

Operasional Penyelenggaraan 

CHAPTER IV 

CONCLUDING PROVISIONS 

 

Article 26 

This Ministerial Order shall 

come into force, of the Minister 

of Religious Affairs Regulation 

Number 28 of 2019 concerning 

the Financial Management of 
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Ibadah Haji (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1219), dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

 

Pasal 27 

Peraturan Menteri ini mulai 

berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

the Operational Administration 

of Hajj (State Gazette of the 

Republic of Indonesia of 2019 

Number 1219), shall be 

repealed and no longer in force. 

 

Article 27 

This Ministerial Regulation 

shall come into force on the date 

of its promulgation. 

Agar setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan 

Peraturan Menteri ini dengan 

penempatannya dalam Berita 

Negara Republik Indonesia.  

For public cognizance, it is 

hereby ordered that this 

Ministerial Regulation be 

promulgated in the State 

Gazette of the Republic of 

Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 24 Desember 2025 

Enacted in Jakarta 

25 December 2025 

MENTERI HAJI DAN UMRAH  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Logo 

 

 

MOCHAMAD IRFAN YUSUF  

MINISTER OF HAJJ AND 

UMRAH OF THE REPUBLIC 

OF INDONESIA, 

 

Signed. 

 

 

MOCHAMAD IRFAN 

YUSUF 

Diundangkan di Jakarta 

Pada tanggal 31 Desember 2025 

Promulgated in Jakarta 

31 December 2025 
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DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN KEMENTERIAN 

HUKUM REPUBLIK 

INDONESIA, 

 

Ttd/logo 

 

DHAHANA PUTRA 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK 

INDONESIA TAHUN 2025 

NOMOR 1162 

DIRECTOR GENERAL OF 

LEGISLATION 

MINISTRY OF LAW OF THE 

REPUBLIC OF INDONESIA, 

 

Signed 

 

DHAHANA PUTRA 

 

STATE GAZETTE OF THE 

REPUBLIC OF INDONESIA 

OF 2024 NUMBER 1162 
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Lampiran  4 Surat Keterangan Magang 
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Lampiran  5 Sertifikat Magang 
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Lampiran  6 Logbook Bimbingan PKL 
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Lampiran  7 Form Bimbingan PKL 
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Lampiran  8 Form Penilaian PKL 
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Lampiran  9 Foto Kegiatan PKL 

 
Pendaftaran Haji 

 
Pemberangkatan Jamaah di Asrama Haji 

Pondok Gede 

 
Pembagian SPMA 

 
Pengecekan Visa 

 
Manasik Haji Nasional  

Manasik Haji Massal 

 
Manasik Haji Terintegrasi Kabupaten/Kota dan 

Kecamatan Tahun 1447 H/2026 M 

 
Pengecekan data Jamaah sudah berangkat atau 

belum 

 


